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ABSTRACT 
 

 

ARTICLE INFO 

Introduction/Main Objectives: This study aims to 

evaluate the extent of BPRS compliance with the 

implementation of PSAK 401, 402, and 405 in financial 

reports for the period 2022 to 2024 using a qualitative 

approach. Background Problems: The background to 

this research is the increasing pressure related to 

accountability and transparency in Islamic financial 

institutions, where several studies from 2019 to 2025 

indicate that the level of compliance with PSAK has a 

significant impact on the quality of financial reports, 

customer trust, and institutional stability. Novelty: This 

study provides a long-term analysis of compliance with 

PSAK 401, 402, and 405 at BPRS Bhakti Sumekar 

between 2022 and 2024. Research Methods: Testing 

was conducted through qualitative analysis of 

compliance indicators in the presentation of Islamic 

financial reports, recognition of murabahah 

transactions, and accounting treatment for mudharabah 

financing according to applicable standards.  

Finding/Results: The research results show that the 

level of compliance of BPRS in the period 2022–2024 is 

relatively high, with the implementation of PSAK 401 

being the most consistent, while PSAK 402 and 405 still 

require strengthening in terms of measurement and 

disclosure. Conclusion: These findings suggest that 

improving the quality of reporting systems and internal 

controls is a crucial factor in ensuring sustainable 

compliance. Thus, this study emphasizes the 
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importance of a qualitative approach to obtain evidence 

regarding the consistency of PSAK implementation at 

BPRS Bhakti Sumekar. 

Keywords: BPRS Bhakti Sumekar, PSAK 401, PSAK 402, 

PSAK 405, Sharia Accounting Compliance, Sharia 

Financial Reports 

   

 
ABSTRAK  
Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
sejauh mana kepatuhan BPRS terhadap implementasi PSAK 401, 402, dan 405 
dalam laporan keuangan untuk periode 2022 hingga 2024 dengan pendekatan 
Kualitatif. Latar Belakang Masalah: Aspek yang melatarbelakangi penelitian ini 
adalah meningkatnya tekanan terkait akuntabilitas dan transparansi di lembaga 
keuangan syariah, di mana sejumlah studi dari tahun 2019 hingga 2025 
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK berdampak signifikan 
pada kualitas laporan keuangan, kepercayaan pelanggan, dan stabilitas 
lembaga. Kebaruan: Kajian ini memberikan analisis jangka panjang 
mengenai kepatuhan terhadap PSAK 401, 402, dan 405 di BPRS Bhakti 
Sumekar antara tahun 2022 hingga 2024. Metode Penelitian: Pengujian 
dilakukan melalui analisis kualitatif pada indikator kepatuhan di penyajian 
laporan keuangan syariah, pengakuan transaksi murabahah, serta perlakuan 
akuntansi untuk pembiayaan mudharabah menurut standar yang berlaku.  
Temuan/Hasil: Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan BPRS pada 
periode 2022–2024 tergolong tinggi, di mana penerapan PSAK 401 paling 
konsisten, sedangkan PSAK 402 dan 405 masih membutuhkan penguatan 
dalam hal pengukuran dan pengungkapan. Simpulan: Temuan ini menunjukkan 
bahwa peningkatan kualitas sistem pelaporan dan pengawasan internal menjadi 
faktor krusial dalam menjamin kepatuhan yang berkelanjutan. Dengan 
demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kualitatif untuk 
mendapatkan bukti mengenai konsistensi penerapan PSAK di BPRS Bhakti 
Sumekar. 
Kata kunci: BPRS Bhakti Sumekar, PSAK 401, PSAK 402, PSAK 405, Laporan 
Keuangan Syariah 

___________________ 
 

*E-mail address: 23383041002@student.iainmadura.ac.id, 

annimuslimahpurnamawati@iainmadura.ac.id  

 
PENDAHULUAN 

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, 
mengukuhkan perannya dalam memfasilitasi pembiayaan sektor mikro dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring 
dengan ekspansi ini, tuntutan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan 
implementasi standar akuntansi syariah yang komprehensif pun kian meningkat. 
Studi yang dilakukan oleh Razak & Firmansyah (2021), Dwi Utami (2023) 
mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan entitas syariah sangat 
bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) Syariah. Hal ini berkaitan erat dengan penerapan PSAK 401 yang 
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mengatur penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 402 yang berkaitan dengan 
akuntansi murabahah (transaksi jual beli), dan PSAK 405 terkait akuntansi 
mudharabah (kemitraan bisnis). Lebih lanjut, riset oleh Yunita (2019) menegaskan 
bahwa penerapan standar-standar ini merupakan fondasi krusial dalam menjamin 
kualitas dan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan. 

Namun demikian, berbagai studi empiris yang berfokus pada Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah yang berlaku, meskipun telah ada, 
masih belum optimal, khususnya terkait dengan aspek pengungkapan informasi. 
Lebih lanjut, hasil penelitian oleh Al-Dmour, et. al (2018), Susanty et al. (2020) 
menyoroti bahwa sekalipun struktur laporan keuangan telah mengacu pada PSAK 
401, masih terdapat keterbatasan dalam penyajian catatan atas laporan keuangan 
yang secara komprehensif menguraikan karakteristik akad syariah. Temuan ini 
mendapatkan konfirmasi dari studi yang dilakukan oleh Hermansyah & Romdhon 

(2022), Augusna & Rozalinda (2023) yang menegaskan bahwa PSAK 401 
menunjukkan konsistensi nilai apabila dibandingkan dengan standar akuntansi 
syariah selanjutnya, yaitu PSAK 402 (transaksi jual beli) dan PSAK 405 (akad kerja 
sama). Hal ini juga berkontribusi sebagai faktor determinan utama dalam 
operasionalisasi transaksi dan manajemen risiko dalam pembiayaan. 

Selanjutnya, temuan penelitian Butar-Butar & Mahyudin (2023) juga 
mengindikasikan bahwa sejumlah institusi belum secara komprehensif menyajikan 
laporan yang mematuhi regulasi yang ditetapkan. Konsekuensinya, hal ini 
berimplikasi pada penurunan kualitas dan kuantitas informasi yang 
dikomunikasikan. 

Permasalahan yang lebih terperinci teridentifikasi selama implementasi PSAK 
402 dan PSAK 405, yang kedua-duanya terkait erat dengan operasional inti BPRS 
Sumekar, meliputi pembiayaan murabahah dan mudharabah. Penelitian ini 
didukung oleh Can (2021), Lizza et al. (2023) dan Santoso (2025), mengindikasikan 
bahwa meskipun pengakuan pendapatan margin dan bagi hasil sebagian besar telah 
selaras dengan kerangka standar yang berlaku, terdapat kekurangan signifikan 
dalam pengungkapan risiko, metodologi kalkulasi dan alokasi margin, rasio 
profitabilitas dan kerugian, serta definisi hak dan kewajiban para pemangku 
kepentingan. Situasi ini mengkonfirmasi bahwa kepatuhan bersifat formalistik 
semata, belum sepenuhnya merefleksikan kepatuhan substantif terhadap prinsip-
prinsip akuntansi syariah. 

Urgensi yang lebih mendalam mengenai kepatuhan dalam penyampaian 
laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi semakin 
signifikan, dikarenakan laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen fundamental 
bagi otoritas pengatur, para pemodal, dan publik luas dalam mengevaluasi stabilitas 
finansial, efektivitas operasional, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip Syariah 
dari sebuah entitas. Penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2023), Elis et.al (2024) 
juga menggarisbawahi bahwa adopsi teknologi digital di BPRS menghadirkan 

tantangan baru dan kompleksitas baru dalam aspek pencatatan dan pelaporan 
akuntansi syariah, terutama dalam hal sinkronisasi sistem informasi akuntansi 
dengan tuntutan pengungkapan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) syariah. 

Temuan tersebut di dukung Darmawan dan Nugraha (2025) menunjukkan 
bahwa penerapan sistem informasi akuntansi di institusi keuangan syariah mampu 
memperbaiki kejelasan laporan keuangan, meskipun masih dihadapkan pada 
berbagai tantangan terkait sumber daya manusia, kecocokan sistem, 
dan perlindungan data.  
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Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat keterbatasan 
dalam mengkaji yang membahas secara menyeluruh terhadap tingkat kepatuhan 
penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 401, PSAK 402, dan PSAK 
405 secara terintegrasi dalam satu objek penelitian serta dalam periode waktu yang 
berkelanjutan 

Dalam studi ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar 
dipilih sebagai objek penelitian guna menganalisis pertumbuhan substansial yang 
dialaminya dalam domain pembiayaan, digitalisasi, serta inovasi layanan. Pada 
penelitian oleh Hermansyah & Romdhon (2022) implementasi Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) memiliki krusialitas yang tinggi dalam 
penyusunan laporan keuangan yang akurat dan konform dengan kaidah syariah 
yang fundamental. Berdasarkan hal tersebut, BPRS Bhakti Sumekar menghadirkan 
relevansi yang kuat sebagai subjek dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah. 

Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara 
komprehensif tingkat kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan yang mengacu 
pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 401, PSAK 402, dan PSAK 
405 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar untuk rentang 
periode tahun 2022 hingga 2024. Diharapkan bahwa penelitian ini akan 
berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai derajat kepatuhan 
terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah, khususnya terkait dengan penyajian 
dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. 

 
TINJAUAN TEORETIS 
Kepatuhan Akuntansi Syariah 
Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

Teori ketaatan menjelaskan kecenderungan suatu entitas untuk mematuhi 
kerangka hukum, pedoman, dan regulasi yang berlaku. Motivasi di balik kepatuhan 
ini meliputi upaya untuk meraih legitimasi, memitigasi risiko sanksi, serta menjamin 
keberlanjutan operasional (Pepis & De Jong, 2019). Dalam konteks institusi 
keuangan syariah, adherensi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan—
Syariah merupakan indikator krusial dalam penilaian kualitas pelaporan keuangan 
(Islam & Albitar, 2023). 

Putra & Wijayanti (2020) Ketaatan terhadap prinsip akuntansi syariah merujuk 
pada tingkat kesesuaian antara praktik-praktik yang diadopsi dalam penyusunan, 
pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan laporan keuangan entitas keuangan 
syariah dengan kerangka standar akuntansi syariah yang relevan (mencakup 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan panduan yang dikeluarkan 
oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). Ketaatan ini 
mencakup dua dimensi esensial: dimensi formal, yang berkaitan dengan keberadaan 
laporan dan pengungkapan informasi, dan dimensi substantif, yang berfokus pada 

kesesuaian metode perlakuan akuntansi dengan esensi transaksi syariah (Fadilah, 
2024).  

Penelitian dari Eng & Neiva (2019), Santika et al. (2024) mengindikasikan 
bahwa implementasi PSAK 402 terhadap pembiayaan murabahah telah memenuhi 
kriteria pengakuan dan pengukuran, meskipun demikian, terdapat defisiensi pada 
aspek pengungkapan informasi. Penelitian lainnya oleh Hermansyah & Romdhon 
(2022) menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK memiliki dampak signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan sekaligus transparansi informasi yang 
disajikan. Sedangkan Menurut Sutrisna & Yulianti (2025) menyatakan bahwa 
kepatuhan terhadap PSAK syariah dapat meningkatkan transparansi dan kualitas 
laporan keuangan. Dengan demikian, ketaatan terhadap PSAK 401, PSAK 402, dan 
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PSAK 405 merupakan indikator krusial dalam penilaian kualitas laporan keuangan 
syariah. 
Teori Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas menggarisbawahi kewajiban setiap lembaga bisnis untuk 
mempertanggungjawabkan alokasi dan pemanfaatan asetnya kepada seluruh pihak 
yang berkepentingan. Dalam perspektif syariah, dimensi akuntabilitas tidak hanya 
mencakup pertanggungjawaban sesama manusia (horizontal), tetapi juga kepada 
Tuhan Yang Maha Esa (vertikal) (7, 2024). 

Implementasi akuntabilitas dalam institusi keuangan syariah dapat diamati 
melalui penyajian laporan keuangan yang patuh pada standar akuntansi syariah. 
Dari penelitian yang dilakukan oleh Ismailiyya et al. (2025) mengindikasikan bahwa 
adopsi PSAK 405 pada produk pembiayaan mudharabah berkontribusi pada 
peningkatan visibilitas dalam distribusi keuntungan bisnis dan penguatan 
pertanggungjawaban institusi keuangan syariah. Lebih lanjut, penelitian dari Laela, 

et.al (2018); Any Eliza (2022) menegaskan bahwa penerapan kaidah akuntansi 
syariah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta 
tingkat akuntabilitas entitas keuangan syariah. Dengan demikian, akuntabilitas 
memegang peranan fundamental dalam penilaian kejernihan dan kesesuaian 
laporan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 401 

PSAK merupakan kerangka acuan atau standar yang berfungsi sebagai 
panduan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia, guna 
memastikan konsistensi, relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas antar laporan. 
Menurut penelitian yang di lakukan oleh Yusrina et al. (2017) menegaskan bahwa 
PSAK yang digunakan di Indonesia dibuat melalui proses penyelarasan dengan IFRS, 
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan 
transparansi, dan mempermudah perbandingan laporan keuangan. PSAK 401 
adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang membahas cara penyajian 
laporan keuangan syariah. Standar ini menentukan bentuk, struktur, dan isi dari 
laporan keuangan yang harus dibuat oleh suatu entitas yang melakukan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Akuntansi syariah merepresentasikan suatu paradigma pencatatan dan 
pelaporan keuangan yang berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam. Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah Nomor 401 menetapkan kerangka kerja untuk 
penyajian laporan keuangan, sementara SAK Syariah Nomor 402 mengkhususkan 
pada transaksi pembiayaan murabahah, dan SAK Syariah Nomor 405 memberikan 
panduan terkait pembiayaan mudharabah. Menurut penelitian Iryani (2024), 
Santika et al. (2024) mengindikasikan bahwa implementasi SAK Syariah Nomor 402 
memberikan arahan yang eksplisit terkait pengakuan dan pengukuran transaksi 
murabahah, meskipun demikian, masih terdapat nuansa keterbatasan dalam hal 
pengungkapan informasi. Penelitian di atas juga didukung oleh Any Eliza (2022) 
menyoroti bahwa penerapan SAK Syariah secara komprehensif masih membutuhkan 

penajaman dalam hal konsistensi aplikasi dan peningkatan transparansi laporan 
keuangan. 

Tujuan PSAK 401 adalah untuk mengartikulasikan prinsip-prinsip 
fundamental dalam penyajian elemen-elemen laporan keuangan bagi institusi 
keuangan syariah, guna memastikan bahwa informasi yang disajikan bersifat 
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan transparan. 

Ruang lingkup dan ketentuan pokok (Wilfred, 2025). 
a. Komponen laporan: meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan 

penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus 
kas, serta catatan atas laporan keuangan. 
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b. Pengungkapan: mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi 
yang signifikan, proses rekonsiliasi dana pihak ketiga atau produk syariah, 
serta pengungkapan khusus mengenai akad syariah. 

c. Prinsip penyajian: memperhatikan konsistensi dalam penyajian, materialitas 
informasi, dan memastikan informasi yang diberikan cukup untuk 
digunakan oleh para pengguna laporan. 

d. Implikasi terhadap penilaian kepatuhan. Kepatuhan terhadap PSAK 401 
biasanya dinilai berdasarkan checklist kelengkapan laporan, adanya 
kebijakan akuntansi yang ditulis, serta tingkat kedalaman catatan atas 
laporan keuangan. 
Rifqiawan, et.al (2025) Kepatuhan akuntansi syariah memiliki beberapa fungsi, 

yaitu: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, (2) memenuhi 
syarat dari regulator dan pihak-pihak yang berkepentingan, (3) menjaga kepercayaan 
nasabah dan investor, serta (4) memastikan hasil laporan mencerminkan kegiatan 

usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Indikator penyajian laporan keuangan 
berdasarkan PSAK 401: 
a. Kelengkapan Laporan Keuangan (posisi keuangan, kinerja    keuangan, arus 

kas, perubahan ekuitas, dan informasi pendukung). 
b. Ketersediaan kebijakan akuntansi yang merinci metode akuntansi produk 

syariah. 
c. Pengungkapan pembiayaan berdasarkan klasifikasi akad (misalnya, 

murabahah, mudharabah, ijarah, istishna). 
d. Akurasi pengakuan pendapatan margin dan pembagian keuntungan sesuai 

dengan prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 
e. Pengungkapan risiko dan provisi untuk piutang yang diragukan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 402 

PSAK 402 merupakan kerangka akuntansi keuangan yang menetapkan 
pedoman untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 
murabahah dalam suatu entitas yang menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah (Jamiah et.al, 2026). 

Tujuan PSAK 402. Mendefinisikan kerangka kerja untuk pengakuan, 
pengukuran, dan pelaporan transaksi murabahah, yang mencakup penjualan aset 
dengan tambahan margin keuntungan yang telah ditentukan (Kamaruddin, 2022). 
Transaksi ini secara umum diaplikasikan dalam pembiayaan konsumtif dan 
operasional bisnis yang disediakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Pokok pengaturan. 
a. Pengakuan utang dalam transaksi murabahah dan margin yang terkait 

dengan pembiayaan. 
b. Penentuan harga yang diperoleh dan cara mengakui margin (misalnya diakui 

sebagai pendapatan berdasarkan metode yang ditentukan: tunai, cicilan, 
atau proporsional). 

c. Penilaian terhadap cadangan kerugian nilai aset/piutang yang belum 
dibayar. 

d. Penjelasan mengenai risiko, syarat dalam perjanjian, serta dampaknya 
terhadap laba. 

Indikator kepatuhan pada PSAK 402 (Nurhaliza, et.al, 2024). 
a. Pengungkapan saldo/piutang murabahah (tersendiri)  
b. Ada penjelasan mengenai cara mengakui keuntungan dalam transaksi 

murabahah. 
c. Penyisihan / penurunan nilai terkait murabahah  
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d. Ada pengungkapan mengenai syarat-syarat dan risiko dalam akad 
murabahah. 

e. Rincian pendapatan margin murabahah di laporan laba rugi 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 405 

PSAK 405 adalah seperangkat standar akuntansi keuangan yang berfokus pada 
perlakuan akuntansi mudharabah. Standar ini merinci prosedur untuk pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah yang 
dilaksanakan oleh entitas yang beroperasi berdasarkan kaidah syariah (Nora & 
Yusri, 2024). 

Tujuan PSAK 405 dengan erinci metodologi untuk mengakui investasi dalam 
skema bagi hasil mudharabah, metode alokasi keuntungan yang dihasilkan, serta 
pengungkapan hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang terlibat dalam 
perjanjian tersebut (Khan, et. al, 2020). 

Pokok pengaturan. 

a. Penilaian terhadap investasi dalam bentuk mudharabah. 
b. Penyataan penghasilan berupa bagi hasil serta cara pembagiannya. 
c. Penjelasan mengenai perjanjian, rasio bagi hasil, dan risiko yang muncul dari 

praktik mudharabah. 
Indikator kepatuhan pada PSAK 405 menurut Suprianto, et.al (2025). 

a. Pengungkapan saldo/investasi mudharabah 
b. Penjelasan rasio bagi hasil dan mekanisme pembagian 
c. Pengakuan pendapatan bagi hasil di Laba Rugi 
d. Pengungkapan perjanjian / risiko mudharabah 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Kajian ini mengadopsi paradigma kualitatif dengan orientasi deskriptif. Seleksi 

metodologi kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa tingkat kepatuhan 
terhadap prinsip akuntansi syariah dapat dikuantifikasi secara independen melalui 
metrik numerik, serupa dengan skor pemenuhan standar PSAK. Riset deskriptif ini 
dikembangkan untuk menyajikan gambaran yang cermat dan sistematis mengenai 
sejauh mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mematuhi kerangka PSAK 
401, PSAK 402, dan PSAK 405, tanpa melakukan investigasi terhadap korelasi antar-
variabel yang terlibat (Mustari, 2012). 
Objek dan Periode Penelitian 

Objek penelitian ini mencakup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti 
Sumekar. Pelaksanaan riset ini mencakup rentang waktu dari tahun 2022 hingga 
2024, sebuah periode yang merefleksikan kondisi terkini dan stabilitas pasca-
peningkatan aktivitas pemberian pembiayaan serta implementasi transformasi 
digital di BPRS. 

Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan 

BPRS Bhakti Sumekar selama periode 2022 hingga 2024, yang diperoleh dari sumber 
publikasi resmi. Data yang dianalisis mencakup laporan posisi keuangan, laporan 
laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan 
keuangan (Hamadi, 2011). 

Teknik Pengumpulan Data 
Sugiyono, (2015) Proses perolehan data dilaksanakan melalui metode 

dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dan telaah atas laporan finansial BPRS 
Bhakti Sumekar yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, data yang terkumpul 
diklasifikasikan berdasarkan regulasi dan kriteria yang termaktub dalam PSAK 401, 
PSAK 402, dan PSAK 405. 
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Variabel Penelitian dan Indikator 
Variabel yang dieksplorasi dalam studi ini adalah tingkat kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang diukur berdasarkan tiga standar Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berikut: 
a. PSAK 401: mencakup ketelitian komponen laporan keuangan, kesesuaian dalam 

penyajian, serta kejelasan dalam pengungkapan informasi. 
b. PSAK 402: mencakup cara mengakui transaksi murabahah, pemisahan margin, 

penyajian cadangan kerugian, serta penjelasan mengenai risiko dalam transaksi 
tersebut. 

c. PSAK 405: mencakup pengakuan atas investasi mudharabah, cara pembagian 
hasil, serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Teknik Analisis Data 
Prinsip penilaian singkat  
a. Instrumen: checklist indikator per PSAK (sama seperti yang kita sepakati). 
b. Skor tiap indikator: 1 = memenuhi lengkap, 0.5 = sebagian / tercakup tapi tidak 

lengkap,  
0 = tidak memenuhi. 
 

c. Tingkat Kepatuhan = Jumlah Indikator yang Terpenuhi x 100% 
     Jumlah Semua Indikator 

d. Persentase Kepatuhan Kategori 

81% – 100% Sangat Baik / Sangat Patuh 

61% – 80%   Baik / Patuh 

41% – 60%   Cukup Baik / Cukup Patuh 

21% – 40%   Kurang Baik / Kurang Patuh 

  0% – 20%   Tidak Patuh 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Kepatuhan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 401 

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan PSAK 401 Tahun 2022-2024 

Tahun Keterangan 2022 2023 2024 

1 Neraca (laporan posisi 
keuangan)  

1 1 1 

2 Laporan laba rugi / 
penghasilan komprehensif 

1 1 1 

3 Laporan arus kas  1 1 1 
4 
  
5  

CaLK (memuat pembiayan 
akad) 

Kebijakan akuntansi / 

rekonsiliasi pendapatan 
(tersurat) 

1 
 

0,5 

1 
 

0,5 

1 
 

0,5 

 
  

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar (2026) 
Tingkat Kepatuhan = Jumlah Indikator yang Terpenuhi   x 100% 
          Jumlah Seluruh Indikator 

Tahun 2022 = 4.5           x 100% = 90% 
          5 

Tahun 2023 =     4.5               x 100% = 90% 
          5 

Tahun 2024 =     4.5               x 100% = 90% 

          5 
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Penilaian yang dirangkum dalam Tabel 1 mengindikasikan bahwa tingkat 
kepatuhan BPRS Bhakti Sumekar terhadap Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 401 untuk rentang tahun 2022 hingga 2024 adalah 90%, yang 
menempatkannya dalam kategori kepatuhan yang sangat tinggi. Implikasinya adalah 
bahwa penyajian laporan keuangan secara umum telah memenuhi kerangka yang 
disyaratkan oleh PSAK 401. Suci, et.al (2025) komponen fundamental dari laporan 
keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, 
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, telah diuraikan secara 
komprehensif. Hal ini mengindikasikan bahwa dari perspektif penyajian formal, 
BPRS telah mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi dan komparabilitas 
dalam laporan keuangannya (Kusuma & Pulung, 2018). 

 Meskipun demikian, teridentifikasi adanya kekurangan dalam elemen 
pengungkapan prinsip-prinsip akuntansi dan rekonsiliasi pendapatan yang belum 
disajikan secara jelas. Temuan ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Butar-

Butar & Mahyudin (2023) yang mengindikasikan bahwa meskipun laporan keuangan 
entitas keuangan syariah umumnya memenuhi persyaratan struktural, terdapat 
defisiensi pada dimensi pengungkapan. Lebih lanjut, riset oleh Susanty et al. (2020) 
mengamati bahwa penyajian laporan keuangan syariah belum sepenuhnya 
mencapai optimalisasi dalam memberikan informasi yang holistik. Studi independen 
lainnya oleh Nazhifah et al. (2020) mengemukakan kurangnya kelengkapan dalam 
penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 401. Selain itu, 
Mutiara et al. (2023) menggarisbawahi bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK 401 
memberikan dampak yang berarti terhadap mutu pelaporan keuangan.  

Dengan demikian, meskipun tingkat kepatuhan terhadap PSAK 401 tergolong 
sangat baik, terdapat kebutuhan mendesak untuk peningkatan kualitas 
pengungkapan guna memastikan laporan keuangan memiliki tingkat informativitas 
dan kejelasan yang lebih tinggi. 

Analisis Kepatuhan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 402 
Tabel 2. Tingkat Kepatuhan PSAK 402 Tahun 2022-2024 

No Keterangan 2022 2023 2024 

1 Pengungkapan 
saldo/piutang murabahah 

(tersendiri) 

0,5 0,5 0,5 

2 Penjelasan mengenai cara 
mengakui keuntungan 

dalam transaksi 
murabahah 

1 1 1 

3 Penyisihan / penurunan 
nilai terkait murabahah 

1 1 1 

4 
 
 
 
5 

Ada pengungkapan 
mengenai syarat-syarat 
dan risiko dalam akad 

murabahah 
Rincian pendapatan 

margin murabahah di 
laporan laba rugi 

0,5 
 
 
 
1 

0,5 
 
 
 
1 

0,5 
 

 
 
1 
 
  

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar (2026) 
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Tingkat Kepatuhan = Jumlah Indikator yang Terpenuhi   x 100% 
          Jumlah Seluruh Indikator 

Tahun 2022 =   4  x 100% = 80% 
                    5 

Tahun 2023 =   4  x 100% = 80% 
                    5 

Tahun 2024 =   4  x 100% = 80% 

 5 
Berdasarkan Tabel 2 tingkat kepatuhan terhadap Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 teridentifikasi mencapai 80%, yang diklasifikasikan 
sebagai patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi akuntansi murabahah 
telah dilaksanakan secara memadai, khususnya dalam lingkup pengakuan dan 
pengukuran. Indikator-indikator seperti pengakuan margin keuntungan dan 
pencatatan pendapatan telah tepat, ataupun selaras dengan regulasi yang 

ditetapkan dalam PSAK 402. Akan tetapi, terdapat defisiensi yang terdeteksi pada 
aspek pengungkapan saldo piutang murabahah serta pengungkapan risiko yang ada 
dalam akad. 

Kelemahan dalam pengungkapan ini berpotensi menimbulkan asimetri 
informasi, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. 
Dalam kerangka akuntansi syariah, transparansi merupakan prinsip fundamental 
yang keberlangsungannya bersifat imperatif. 

Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Novyanti & Wirman 
(2022); Lizza et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 402 secara 
umum telah memenuhi persyaratan teknis, meskipun masih terdapat kelemahan 
pada area pengungkapan. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Santika et al. 
(2024) mengamati bahwa penyajian informasi mengenai risiko dan akad murabahah 
belum mencapai tingkat optimal. Di samping itu, riset yang dilaksanakan oleh (Nurul 
& Laily, 2026); Misbahruddin (2024); Zulianty & Witono (2025) mengindikasikan 
bahwa defisiensi krusial dalam penerapan PSAK 402 berpusat pada dimensi 
pengungkapan (disclosure) yang belum sepenuhnya memadai. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan BPRS Bhakti Sumekar 
terhadap PSAK 402 telah mencapai tingkat yang memuaskan dari perspektif teknis, 
namun masih terdapat ruang untuk perbaikan signifikan dalam hal transparansi, 
yang mana peningkatan tersebut niscaya akan memberikan nilai tambah. 
Analisis Kepatuhan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 405 

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan PSAK 405 Tahun 2022-2024 

No Keterangan 2022 2023 2024 

1 Pengungkapan 
saldo/investasi 
mudharabah 

0,5 0,5 0,5 

2 Penjelasan rasio bagi hasil 
dan mekanisme 

pembagian 

1 1 1 

3 Pengakuan pendapatan 
bagi hasil di Laba Rugi 

1 1 1 

4  Pengungkapan perjanjian 
/ risiko mudharabah 

0,5 0,5 0,5 
  

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar (2026) 
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Tingkat Kepatuhan = Jumlah Indikator yang Terpenuhi   x 100% 
          Jumlah Seluruh Indikator 

Tahun 2022 =  3  x 100% = 75% 
                  4 

Tahun 2023 =  3  x 100% = 75% 
                  4 

Tahun 2024 =  3  x 100% = 75% 

    4 
Merujuk pada Tabel 3 tingkat kepatuhan terhadap Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 dilaporkan sebesar 75%, yang dapat dikategorikan 
sebagai tingkat kepatuhan yang memadai. Kuantitas ini mengindikasikan bahwa 
implementasi akuntansi mudharabah belum mencapai standar yang setara dengan 
standar akuntansi lainnya yang relefan. Secara teknis, distribusi keuntungan 
berdasarkan prinsip bagi hasil telah diaplikasikan secara efektif. Akan tetapi, 

terdapat defisiensi yang mencolok dalam aspek pengungkapan informasi, utamanya 
terkait dengan saldo investasi, profil risiko operasional, dan klausul-klausul yang 
tercantum dalam perjanjian mudharabah. 

Perjanjian mudharabah secara inheren menyandang tingkat risiko yang lebih 
substansial apabila dibandingkan dengan akad murabahah, mengingat 
fundamentalnya yang bertumpu pada mekanisme pembagian keuntungan. 
Konsekuensinya, pengungkapan yang komprehensif mengenai eksposur risiko 
menjadi komponen krusial. Apabila informasi ini tidak disajikan dengan tingkat 
kerincian yang memadai, para pengguna laporan keuangan akan kehilangan 
kemampuan untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap tingkat risiko yang 
sesungguhnya. 

Studi yang dilakukan oleh Asri Dewita & Abd. Jalil (2019) mengindikasikan 
bahwa implementasi PSAK 405, khususnya dalam hal pengungkapan cadangan 
kerugian investasi mudharabah dan penurunan nilai aset mudharabah, belum 
mencapai tingkat optimalitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian M. Iqbal 
Notoatmojo et al. (2022) yang mengemukakan bahwa terdapat ketidaksesuaian 
dalam penerapan PSAK 405, terutama pada pengakuan investasi dan pengakuan 
kerugian aset non-kas, yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan standar. 

Di samping itu, riset yang dilakukan oleh M. Asri Setiawan (2019) 
mengindikasikan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 
secara teoretis telah mengakomodasi pengakuan secara menyeluruh guna 
menunjang peningkatan transparansi dalam laporan keuangan. Kendati demikian, 
implementasi di lapangan masih memperlihatkan divergensi interpretatif, 
khususnya terkait metode pengukuran dan pengakuan transaksi mudharabah. 
Penelitian tersebut didukung pula oleh temuan Any Eliza (2022) yang 
mengemukakan bahwa defisiensi fundamental dalam aplikasi standar akuntansi 
syariah terpusat pada dimensi pengungkapan (disclosure) yang belum mencapai 

tingkat optimal. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK 

405 masih belum sepenuhnya memadai, yang disebabkan oleh pemahaman dan 
konsistensi dalam penerapan standar yang belum teraktualisasi secara optimal, 
terutama pada ranah pengukuran dan pengungkapan. Implikasinya, diperlukan 
upaya peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mengatasi kesenjangan 
tersebut. 
Pembahasan 

Secara umum, tingkat kepatuhan terhadap PSAK 401, PSAK 402, dan PSAK 
405 menggambarkan pola bahwa semakin rumit standar akuntansi syariah, maka 
semakin rendah tingkat kepatuhannya. PSAK 401 memiliki tingkat kepatuhan yang 
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paling tinggi karena aturannya berlaku secara umum, sementara PSAK 405 memiliki 
tingkat kepatuhan yang paling rendah karena berkaitan dengan transaksi yang 
berbasis bagi hasil dan lebih rumit.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang dilakukan masih dalam 
bentuk kepatuhan formal, yaitu hanya memenuhi standar secara administratif saja, 
tanpa diiringi dengan kualitas informasi yang baik. Dengan kata lain, laporan 
keuangan sudah benar strukturnya, tetapi belum sepenuhnya jujur dan terbuka 
seperti yang seharusnya. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Hermansyah & Romdhon, (2022) 
yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat 
kepatuhan terhadap standar akuntansi, khususnya dalam aspek pengungkapan 
informasi. Selain itu, penelitian oleh Mutiara et al. (2023) menunjukkan bahwa 
pengungkapan informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap relevansi laporan 
keuangan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas laporan 
keuangan pada lembaga keuangan syariah perlu difokuskan pada peningkatan 
pemahaman dan implementasi PSAK secara menyeluruh, khususnya dalam aspek 
pengungkapan dan pengukuran, agar laporan keuangan lebih transparan, relevan, 
dan dapat dipercaya. 

 
SIMPULAN 

Penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan PSAK 401, PSAK 402, 
dan PSAK 405 oleh BPRS Bhakti Sumekar sepanjang rentang waktu 2022 hingga 
2024 secara umum tergolong dalam kategori yang memuaskan hingga luar biasa. 
Implementasi PSAK 401 menunjukkan konsistensi tertinggi, terbukti dari 
kelengkapan dan kekompakan dalam presentasi laporan finansial, dengan skor 
kepatuhan mencapai 90%. Fenomena ini menegaskan bahwa BPRS telah mematuhi 
prinsip-prinsip transparansi dan komparabilitas fundamental dalam penyusunan 
laporan keuangan syariah. 

Sementara itu, penerapan PSAK 402 dan PSAK 405 berada dalam rentang 
kategori patuh, masing-masing mencatatkan presentase kepatuhan sebesar 80% 
dan 75%. Meskipun pengakuan simultan atas transaksi murabahah dan 
mudharabah telah selaras dengan kaidah standar yang berlaku, aspek 
pengungkapan eksternal, khususnya yang berkaitan dengan risiko inheren dan 
mekanisme pengelolaan saldo piutang, masih memerlukan sedikit penyempurnaan. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar telah berhasil 
mengimplementasikan standar akuntansi syariah secara memadai, meskipun 
demikian, masih terdapat potensi signifikan untuk elevasi kualitas informasi yang 
diungkapkan. 

Namun demikian, penelitian ini juga menghadapi sejumlah kendala inheren. 
Pertama, cakupan empirisnya terbatas pada satu entitas, yakni BPRS Bhakti 
Sumekar, yang mengimplikasikan bahwa temuan ini mungkin tidak dapat 

digeneralisasi ke seluruh lembaga BPRS di Indonesia. Kedua, implementasi 
metodologi kualitatif deskriptif yang dilengkapi dengan instrumen kuesioner 
mengakibatkan penilaian yang inheren bersifat subjektif, sangat bergantung pada 
interpretasi peneliti terhadap parameter kepatuhan yang ditetapkan. Ketiga, basis 
data yang dipergunakan secara eksklusif bersumber dari laporan keuangan yang 
telah dipublikasikan, sehingga mengabaikan data kualitatif internal yang krusial 
seperti mekanisme pengendalian internal, arahan strategis manajemen, dan 
prosedur akuntansi aktual. Keempat, fokus analisis terbatas pada PSAK 401, PSAK 
402, dan PSAK 405, yang berarti penilaian komprehensif terhadap seluruh spektrum 
kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah yang berlaku belum tercapai.  
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Penelitian lanjutan lainnya di sarankan untuk melanjutkan penelitian tetapi 
menambah pembahasan, seperti PSAK 406, PSAK 407, dan PSAK 412, demi 
memperoleh persepsi kepatuhan yang lebih holistik. Lebih jauh lagi, ekspansi subjek 
riset mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan lembaga keuangan mikro syariah 
(BMT), serta pendalaman objek riset pada dimensi sistem informasi akuntansi dan 
mekanisme pengendalian internal, sangat direkomendasikan.  
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